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I.   UMUM 

            Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan 

Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan 

sinkronisasi pemanfaatan ruang, perlu dilakukan langkah penyelesaian 

untuk mengatasi berbagai hambatan (debottlenecking) dengan memberikan 

pengaturan penyelesaian Ketidaksesuaian. Ruang lingkup penyelesaian 

Ketidaksesuaian meliputi:  

a. penyelesaian Batas Daerah; 

b. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP, RTRWK, Kawasan 

Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan; 

c. penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah, 

Hak Pengelolaan, dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang 

Memanfaatkan Ruang Laut; 

d. penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, 

dan/atau RZWP-3-K dengan Perizinan terkait Kegiatan yang 

Memanfaatkan Ruang Laut; dan 

e. penguatan kelembagaan dan tata kelola penyelesaian Ketidaksesuaian 

Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau 

Hak Pengelolaan.  
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Kebutuhan ruang bagi pelaksanaan pembangunan nasional 

membutuhkan kebijakan yang dapat menjamin kepastian perizinan dan 

investasi guna menciptakan lapangan kerja, dengan perencanaan Tata 

Ruang yang komprehensif dan selaras dengan asas pembangunan 

berkelanjutan. Diharapkan dengan kohesivitas penataan ruang, 

perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, 

dan/atau Hak Atas Tanah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “Konsesi” meliputi konsesi pembukaan 

tambang, kontrak karya, Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara (PKP2B), konsesi perkebunan sawit, 

konsesi jalan tol, konsesi pelabuhan, dan sebagainya. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “para pihak” yaitu menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan 

pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota terkait. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan yang ditetapkan 

terakhir” adalah penetapan penunjukkan, penataan 

batas, pemetaan, dan penetapan Kawasan Hutan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memperhatikan RTRWP 

dan/atau RTRWK” adalah menggunakan batas Kawasan 
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Hutan yang termuat dalam peta RTRWP dan/atau 

RTRWK sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas 

dan pengukuhan/penetapan Kawasan Hutan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi pemerintah daerah" 

dapat berupa bantuan teknis dan/atau bimbingan teknis. 

Bantuan teknis adalah dukungan dari Pemerintah Pusat 

kepada pemerintah daerah untuk membantu penyelesaian 

permasalahan spesifik terkait penyelenggaran bidang 

pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan 

teknis yang diberikan terkait dengan bantuan teknis penyiapan 

anggaran dan bantuan pemberian materi teknis dalam 

pelaksanaan revisi RTRWP di wilayah perairan pesisir. 

Bimbingan teknis adalah dukungan pembimbingan teknis dari 

Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dengan maksud 

untuk meningkatkan kompetensi teknis, pengetahuan, maupun 

aspek-aspek teknis lainnya yang diperlukan oleh pemerintah 

daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah 

dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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